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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Barat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 yang diukur melalui rasio kemandirian keuangan, rasio derajat 

desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

kuantitatif dengan alat uji paired sample t-test. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 27 pemerintah kabupaten/kota. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

sampling jenuh, sehingga semua populasi dijadikan sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan 

kinerja keuangan daerah sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 dilihat dari rasio efektivitas dan rasio efisiensi 

keuangan. Namun, tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan dilihat dari rasio kemandirian keuangan dan rasio 

derajat desentralisasi fiskal. Kinerja keuangan pada saat COVID-19 mengalami perbaikan dilihat dari rasio 

kemandirian dan rasio derajat desentralisasi fiskal. Sementara kinerja keuangan dari rasio efektivitas dan rasio 

efisiensi mengalami penurunan. 

 

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Pandemi COVID-19 Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi Fiskal, 

Efektivitas Keuangan, Efisiensi Keuangan 

 

Abstract 

This study aims to analyze the comparison of regional financial performance in districts/cities in West Java Province 

before and during the COVID-19 pandemic as measured by the ratio of financial independence, the ratio of the degree 

of fiscal decentralization, the ratio of effectiveness, and the ratio of efficiency. The research method used is descriptive 

quantitative with paired sample t-test. The population in this study consisted of all districts/cities in West Java 

Province, amounting to 27 district/city governments. The sampling technique used is saturated sampling, so that all 

populations are sampled. The results of this study are that there are differences in regional financial performance 

before and during the COVID-19 pandemic seen from the effectiveness ratio efficiency ratio. ratio of financial 

independence. However, there is no difference in financial performance seen from the ratio of financial independence 

and degree of fiscal decentralization ratio. Financial performance during COVID-19 experienced an improvement, 

seen from the independence ratio and the ratio of the degree of fiscal decentralization. While financial performance, 

seen from the effectiveness ratio and efficiency ratio is falling.  
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PENDAHULUAN 

Pandemi COVID-19 telah mengubah 

arah global dan memicu respon yang luar 

biasa pada semua aspek kehidupan. 

Berdasarkan laporan Kemenkes, 2020 dalam 

(Moudy & Syakurah, Pengetahuan Terkait 

Usaha Pencegahan Coronavirus Disease 

(COVID-19) di Indonesia, 2020) 

menyebutkan bahwa WHO (World Health 

Organization) memberikan nama resmi 

terhadap virus baru ini yaitu 2019-nCov atau 

Coronavirus disease 2019 yang merupakan 

jenis virus yang dapat menyebabkan penyakit 

seperti infeksi saluran pernafasan pada 

manusia.  

Penyebaran COVID-19 tidak hanya 

berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga 

pada aspek perekonomian secara global. 

Dana Moneter Internasional (IMF) dalam 

(Junaedi, 2020) memprediksi selama 

COVID-19 negara maju (Advance Country) 

mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi 
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rata-rata minus 10,7%. Sedangkan rata-rata 

Negara menengah dan berkembang 

(Emerging Country and Middle Country) 

mengalami pertumbuhan ekonomi minus 

9.1% Dan Negara miskin (Low Income 

Developing Country) mengalami kontraksi 

pertumbuhan ekonomi sebesar minus 5.7%.  

Pertumbuhan ekonomi di Negara 

yang terdampak pandemi COVID-19 

melambat dan mengalami penurunan. 

Bahkan IMF dalam (Soemartini, 2020) 

menilai pendemi COVID-19 telah mengubah 

total kondisi perekonomian global. Pada 

akhir 2020, Amerika serikat mengalami 

penurunan minus 3,5%, Jepang menyusut 

sebesar 4,8%, Jerman mengalami kontraksi 

sebesar minus 5%, begitupun dengan Prancis 

terkontraksi 8,2%, Italia mengalami 

kontraksi 8,9% dan Inggris terkontraksi 

minus 9,9%. Sedangkan di Asia Tenggara, 

Singapura mengalami kontraksi sebesar 

5,4%, Malaysia minus 5,6%, Indonesia 

terkontraksi 2,07%. Thailand minus 6,1%, 

dan Filipina mengalami minus 9,5%.  

Krisis kesehatan yang terjadi 

memberikan dampak signifikan pada aspek 

perekonomian dunia termasuk Indonesia. 

Memasuki triwulan kedua tahun 2020, 

COVID-19 mulai menyebar di wilayah 

Indonesia. Sejak saat itu, perekonomian 

Nasional mengalami penurunan. Hal ini 

ditunjukan dalam grafik berikut, 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 

Gambar 1-1 Pertumbuhan Ekonomi 

Nasional 

Dari sektor industri penerbangan 

mengalami penurunan pendapatan sebesar 

50%, karena sepanjang Januari sampai Maret 

2020 sebanyak 12.703 penerbangan domistik 

dan internasional dibatalkan. Selain sektor 

industri, sektor keuangan juga terkena 

dampak. Perdagangan indeks harga saham 

(IHSG) pada 2 Maret 2020 melemah 91,46 

poin. Serta nilai tukar rupiah semakin 

terperosok menembus Rp17.000,00 per dolar 

AS pada 23 Maret 2020 (Soemartini, 2020). 

Berdasarkan hasil penelitian (Yamali & 

Putri, 2020) dampak pandemi COVID-19 

pada perekonomian Nasional meliputi:  

1. Terjadinya PHK besar-besaran, 90% 

pekerja di rumahkan dan 10% di PHK. 

Sehingga meningkatkan angka 

pengangguran. 

2. Terjadinya penurunan PMI 

Manufacturing Indonesia mencapai 

45,3% pada Maret 2020. 

3. Terjadinya penurunan impor sebesar 

3,7% pada triwulan I 2020. 

4. Terjadinya inflasi mencapai 2,96% (yoy) 

dari harga emas da komoditas pada 

Maret 2020. 

5. Terjadinya penurunan pada sektor 

penerbangan, perhotelan, pariwisata, dan 

perdagangan mencapai 50%.  

Penurunan pertumbuhan ekonomi 

yang signifikan pada tahun 2020 dapat 

menyebabkan penurunan realisasi 

pendapatan negara. Hal ini selaras dengan 

hasil penelitian (Sayadi, 2021) yang 

mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan 

negara selama COVID-19 tahun 2020 

mengalami penurunan dari 2019 sebesar 

minus 16,53%.  Menanggapi hal tersebut, 

pemerintah mengeluarkan kebijakan 

refocussing dan realokasi anggaran di 

berbagai bidang yang tertuang dalam 

Peraturan Presiden No 82 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona, dan 

Intruksi Presiden No 4 Tahun 2020 tentang 

Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, 

serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam 

Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 

(Corona Virus Disease 2019).  

Refocussing dan realokasi anggaran 

tersebut tidak hanya dilakukan oleh 

pemerintah pusat, tetapi juga pada 

pemerintah daerah. Oleh karena itu, 

pemerintah daerah dituntut lebih hati-hati 

dalam pengelolaan keuangan daerah dan 

anggaran daerah (Onibala, 2021). 
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Tabel 1-1 Alokasi Anggaran Penanganan 

COVID-19 (April 2020) 

Provins

i 

Penanganan 

COVID-19 

DKI Jakarta Rp10.640.901.596.98

0 

Jawa Barat Rp8.013.706.790.648 

Jawa Timur Rp2.391.097.521.006 

Jawa Tengah Rp2.126.915.747.000 

Aceh Rp1.792.367.796.000 

Sumber: Kemendagri RI 

Tabel di atas menunjukkan lima 

provinsi dengan alokasi anggaran terbesar 

untuk penanganan COVID-19. Provinsi Jawa 

Barat menduduki peringkat kedua alokasi 

anggaran penanganan COVID-19 terbesar. 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki 

tingkat kepedulian yang tinggi terhadap 

pencegahan laju penyebaran COVID-19 

karena Provinsi Jawa Barat juga 

menyumbang kasus penyebaran tertinggi di 

Indonesia. Berdasarkan informasi yang 

disampaikan melalui laman resmi 

kementerian komunikasi dan informatika, 

Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat ke 

dua setelah DKI Jakarta kasus penyebaran 

COVID-19 tertinggi di Indonesia yang 

dibuktikan dengan meningkatnya pasien 

terkonfirmasi positif sebanyak 83.579 

diakhir tahun 2020. 

Meningkatnya kasus COVID-19 yang 

menyebabkan terganggunya aktivitas 

perekonomian sehingga berdampak pada 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Ishak, 

2021). Meskipun dalam  kondisi pandemi, 

pemerintah daerah tetap dituntut agar 

menggali potensi daerah untuk meningkatkan 

PAD. Karena dalam pembiayaan 

peyelenggaraan otonomi daerah bertumpu 

pada PAD sebagai ceriminan dari 

kemampuan daerah dalam 

menyelanggarakan otonomi daerah (Ishak, 

2021). 

Pendapatan Asli Daerah diambil dari 

sepuluh provinsi dengan PAD teritnggi 

mengalami penurunan selama pandemi 

COVID-19. Bali menduduki provinsi dengan 

penurunan PAD yang signifikan sebesar -

23,70 persen. Diikuti dengan Kalimantan 

Timur sebesar -19,32 persen, DKI Jakarta -

18,89 persen, Banten  -15,89 persen dan Jawa 

Barat juga menduduki provinsi dengan 

penurunan yang signifikan sebesar -12,81 

persen.  

Menurut (Mahmudi, 2019) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satu 

faktor penentu tinggi rendahnya kinerja 

keuangan suatu daerah. Oleh karena itu, 

pemerintah daerah termasuk pemerintah 

Provinsi Jawa Barat dituntut agar dapat 

mengelola keuangan daerahnya dengan baik 

ditengah pandemi COVID-19 selaras dengan 

berlakunya otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah 

harus memiliki kemampuan dalam 

mengelolah keuangan daerah masing-masing 

melalui APBD sebagai intrumen kebijakan. 

Pengelolaan keuangan daerah yang baik 

dapat tergambar melalui penilaian kinerja 

(Mahmudi, 2019) keuangan daerah (Adnyani 

& Wiagustini, 2018). Kinerja keuangan 

daerah dapat diukur melalui analisis laporan 

keuangan yang dihitung dari laporan realisasi 

anggaran untuk dasar pengambilan 

keputusan ekonomi, sosial atau politik 

(Mahmudi, 2019). 

Menurut (Mahmudi, 2019) kontribusi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat 

menjunjukkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam kemandrian keuangan daerah, 

penyelanggaraan desentralisasi, kemampuan 

dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai 

dengan target, dan tingkat efisiensi keuangan 

daerah.  

Berdasarkan data yang telah 

dipaparkan Penerimaan PAD mengalami 

penurunan akibat pandemi COVID-19. 

Penurunan yang signifikan terjadi pada lima 

provinsi dari 34 provinsi di Indonesia, yaitu 

DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan 

Selatan, Bali, dan Banten. Sehingga tingkat 

kemandirian keuangan pada 34 provinsi di 

Indonesia juga mengalami fluktuasi akibat 

pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, 

kemampuan keuangan daerah dalam 

menyelenggarakan desentralisasi fiskal pada 

sejumlah provinsi di Indonesia mengalami 
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perubahan. Serta tingkat efektivitas dan 

efisiensi keuangan pada berbagai provinsi di 

Indonesia mengalami perubahan baik 

peningkatan maupun penurunan kriteria 

akibat pandemi COVID-19. 

Penelitian (Habibi, Analisis Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi 

Jawa Tengah Sebelum Dan Saat Pandemic 

COVID-19, 2020) menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan rata-rata rasio 

kemandirian keuangan dan solvabilitas 

operasional Pemerintah Daerah Kabupaten 

dan Kota di Provinsi Jawa Tengah sebelum 

dan saat pandemi Covid19. Dari penelitian 

(Onibala, 2021) dampak pandemi COVID-19 

menyebabkan adanya penurunan kinerja 

keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara di 

masa pandemi COVID-19 dibandingkan 

dengan kinerja tahun sebelumnya. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

(Iriani, 2021) memperoleh hasil bahwa 

kondisi keuangan tidak terpengaruhi 

signifikan terhadap pandemi COVID-19  

dilihat dari meningkatnya pendapatan asli 

desa Landungsari pada tahun 2019 dan 2020, 

serta kinerja keuangan Desa Landungsari 

tahun 2019 dan 2020 sudah dikatakan baik 

dilihat dari kinerja kemandirian, Efektivitas 

dan pertumbuhan berjalan dengan baik 

meskipun kinerja efisiensi masih rendah. 

Berlangsungnya pandemi COVID-19 

di tahun 2020 menjadi pertanyaan mengenai 

kinerja keuangan daerah. Sehingga 

diperlukan pengukuran kinerja keuangan 

untuk kepentingan publik sebagai evaluasi 

dan tolak ukur peningkatan kinerja keuangan 

pemerintah daerah periode berikutnya, serta 

untuk mengetahui kinerja keuangan daerah 

sebelum adanya pandemi COVID-19 dengan 

kinerja keuangan daerah pada saat pandemi 

COVID-19. Berdasarkan data yang telah 

dijelaskan sebelumnya, maka peneliti 

mengambil daerah kabupaten dan kota di 

Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian 

untuk mengetahui kinerja keuangan daerah 

sebelum dan pada saat pandemi COVID-19.  

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

dengan metode deskriptif. Dalam penilitian 

ini, variabel yang akan diteliti adalah kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Kinerja 

keuangan pemerintah daerah merupakan 

hasil pencapaian dari program yang 

dilaksanakan daerah dalam menjalankan 

otonomi daerah yang dilihat dari potensi 

keuangan daerah dalam menyelenggarakan 

pemerintahan. Indikator   yang digunakan 

untuk mengukur kinerja keuangan 

pemerintah daerah adalah rasio kemandirian 

keuangan, rasio derajat desentralisasi fiskal, 

rasio efektivitas dan rasio efisiensi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh pemerintah daerah kabupaten dan 

kota di Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 

27 terdiri dari 18 kabupaten dan Sembilan 

kota. Pengambilan sampel menggunakan 

metode sampling jenuh , sehingga semua 

populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder 

berupa APBD dan laporan realisasi APBD 

yang diperoleh dari situs resmi direktorat 

jendral perimbangan keuangan kementerian 

keuangan melalui laman 

www.djpk.kemenkeu.go.id.  

Teknik pengelolaan data dalam 

penelitian ini menggunakan analisis 

deskriptif dan inferensial. Dalam penelitian 

ini, analisis desktiptif dilakukan untuk 

mendeskripsikan dan menggambarkan 

variabel terikat yang diukur melalui rasio 

kemandirian keuangan, rasio derajat 

desentralisasi fiskal, rasio efektvitas PAD, 

dan rasio efisiensi. Dalam analisis inferensial 

ini peneliti melakukan uji perbandingan atau 

uji hipotesisi menggunakan uji beda. Dalam 

uji perbandingan, uji asumsi klasik yang 

digunakan adalah uji normalitas. Namun, 

karena data yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa data keuangan yang memiliki nilai 

yang ekstrim sehingga tidak diperlukan uji 

normalitas karena data yang ekstrim 

menggambarkan data berdistibusi tidak 

normal. Oleh karena itu, peneliti tidak 

melakukan uji asumsi klasik dan langsung 

melakukan uji hipotesis menggunakan uji 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
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beda yaitu adalah uji T-Berpasangan atau 

Paired Sample T Test. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini dilakukan 

analisis kinerja keuangan daerah pada 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 

sebelum dan pada saat pandemi COVID-19. 

Penelitian ini menggunakan uji perbandingan 

dengan statistik uji beda untuk melihat 

gambaran perbandingan kinerja keuangan 

daerah sebelum dan pada saat pandemi 

COVID-19 pada kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Barat. Kinerja keuangan dalam 

penelitian ini diukur melalui empat indikator 

yaitu rasio kemandirian keuangan, rasio 

derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas 

PAD, dan rasio efisiensi.  

1. Kinerja Keuangan Keuangan Sebelum 

dan Pada Saat Pandemi COVID-19 

dilihat dari Rasio Kemandiran  

Hasil uji paired sample t-test pada rasio 

kemandirian menghasilkan nilai t-hitung 

sebesar -0,472 dan derajat kebebasan (df) 

sebesar 26. Kriteria pada penelitian ini adalah 

membandingkan nilai sig. (2-tailed) dengan 

tingkat signifikansi 5%atau 0,05. Nilai Sig. 

(2-tailed) pada rasio kemandirian sebesar 

0.641 yang menunjukkan bahwa nilai 

tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 

yaitu 0,05. Maka keputusannya adalah 

menerima H0 dan H1 ditolak yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan rasio kemandirian pada 

kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota 

di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat 

pandemi covid19. 

Tingkat kemandirian keuangan 

sebelum dan pada saat pandemic COVID-19 

tergolong rendah dengan pola hubungan 

konsultatif, dimana alokasi PAD hanya 

menyumbang sebesar 35% dibandingkan 

pendapatan transfer dalam membiayai 

operasional pemerintahan. Sedangkan 

berdasarkan konsep kemandirian, daerah 

dapat dikatakan mandiri jika realisasi PAD 

lebih besar daripada pendapatan transfer.  

Implikasi penelitian menolak 

hipotesis atau tidak terdapat perbedaan 

tingkat kemandirian keuangan sebelum dan 

pada saat pandemi COVID-19 pada 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. 

Sebelum maupun pada saat pandemi 

COVID-19 kabupaten/kota rata-rata belum 

memaksimalkan PAD mesikipun 

ketergantungan terhadap pendapatan trasnfer 

sudah mulai berkurang. Kemampuan 

pemerintah daerah dalam mengupayakan 

potensi daerah untuk membiayai kegiatan 

pemerintahan tidak terdampak dengan 

adanya pandemi COVID-19. Kemandirian 

juga menunjukkan besarnya campur tangan 

pemerintah pusat dalam pembangunan 

daerah. Campur tangan pemerintah pusat 

ditunjukkan pada alokasi dana transfer yang 

diterima daerah. Namun,  kebijakan campur 

tangan pemerintah pusat dalam pembiayaan 

pemerintahan daerah tidak berubah meskipun 

pandemi COVID-19. Sehingga kinerja 

keuangan yang dilihat dari kemandirian tidak 

terdapat perbedaan sebelum dan pada saat 

pandemi COVID-19.  

Secara rata-rata PAD mengalami 

penurunan sebesar 6,82% karena terjadinya 

penurunan potensi perekonomian, dan dana 

transfer mengalami penurunan sebesar 

7,99% karena realokasi anggaran yang 

berfokus pada penanganan kasus COVID-19. 

Sehingga menunjukkan kinerja keuangan 

dilihat dari rasio kemandirian mengalami 

perbaikan pada saat pandemic COVID-19.  

Selain itu, terdapat upaya 

intensifikasi PAD yang dilakukan di Provinsi 

Jawa Barat untuk meningkatan kemandirian 

daerah melalui (1) menata kelembagaan, 

menyempurnakan dasar hukum pemungutan 

dan regulasi penyesuaian tarif pungutan, 

serta menyederhanakan sistem prosedur 

pelayanan, (2) mengembangkan sistem 

operasi penagihan atas potensi pajak dan 

retribusi yang tidak memnuhi kewajibannya, 

(3) meningkatkan fasilitas dan sarana 

pelayanan secara bertahap sesuai 

kemampuan anggaran, (4) memberikan 

kemudahan kepada masyarakat dalam 

membayar pajak melalui drive thru, gerai 
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samsat dan samsat mobile, layanan SMS, 

samsat outlite, samsat gendong, aplikasi 

sambara, aplikasi sipolin, samsat J’Bret, (5) 

menggalakkan program akselerasi 

pendapatan daerah yaitu program untung plus 

(Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 

2021). Oleh karena itu, meskipun PAD dan 

dana tranfer mengalami perubahan akibat 

pandemi COVID-19, namun tidak 

menyebabkan perbedaan yang signifikan 

pada tingkat kemandirian keuangan sebelum 

dan pada saat pandemi COVID-19. 

2. Kinerja Keuangan Keuangan Sebelum 

dan Pada Saat Pandemi COVID-19 

dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi 

Fiskal 

Berdasarkan uji paired sample t-test 

pada rasio derajat desentralisasi fiskal 

menghasilkan nilai t-hitung -0,934 dan 

derajat kebebasan (df) sebesar 26. Nilai Sig. 

(2-tailed) pada rasio derajat desentralisasi 

fiskal sebesar 0,359 yang menunjukkan nilai 

tersebut lebih besar dari 5%  taraf 

signifikansi. Maka dariitu keputusan 

hipotesis adalah menerima H0 dan menolak 

H1 yang artinya tidak terdapat perbedaan 

signifikan rasio derajat desentralisasi fiskal 

pada kinerja keuangan pemerintah 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 

sebelum dan pada saat pandemi COVID-19. 

Berakaitan dengan kemandirian 

keuangan, hasil penelitian pada rasio 

desentralisasi fiskal juga menolak hipotesis 

atau tidak terdapat perbedaan siginifikan 

pada rasio derajat desentralisasi fiskal 

sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 

pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. 

Rata-rata kemampuan daerah dalam 

melaksanakan desentralisasi masih kurang 

baik karena PAD hanya mampu 

berkontribusi 20-30 persen dalam membiayai 

kegiatan pemerintahan. Sehingga 

menunjukkan kemampuan desentralisasi 

baik sebelum maupun pada saat pandemic 

COVID-19 masih dinilai rendah dan dibawah 

rata-rata standar, dimana daerah dapat 

dikatakan mampu melaksanakan 

desentralisasi jika PAD mampu berkontribusi 

minimal diatas 30%. 

3. Kinerja Keuangan Keuangan Sebelum 

dan Pada Saat Pandemi COVID-19 

dilihat dari Rasio Efektivitas PAD 

Hasil uji paired sample t-test pada 

rasio efektivitas menghasilkan nila Sig. (2-

tailed) sebesar 0,001 yang menunjukkan 

bahwa nilai tersebut lebih kecil dari taraf 

signifikansi yaitu 5%. Berdasarkan kriteria, 

maka hipotesis yang diterima adalah H1 dan 

menolak H0 yang menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan signifikan rasio efektivitas pada 

kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota 

di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat 

pandemi COVID-19.  

Selama pandemi COVID-19 

pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat 

mengalami kesulitan dalam mengupayakan 

penerimaan PAD untuk mencapai target yang 

telah ditetapkan akibat pandemi COVID-19. 

Hal ini karena target PAD dalam perubahan 

APBD tahun 2020 rata-rata daerah masih 

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 

sebelumnya karena adanya perbaikan 

perekonomian pada triwulan III dan triwulan 

IV meskipun secara keseluruhan 

pereonomian di tahun 2020 masih 

terkontraksi.  

Sedangkan realisasi penerimaan PAD 

mengalami penurunan karena perbedaan 

potensi perekonomian dalam merelisasikan 

PAD, sehingga daerah mengalami kesulitan 

mencapai penerimaan PAD sesuai dengan 

target yang ditetapkan. Perlambatan 

perekonomian yang terjadi berimplikasi pada 

penerimaan pendapatan asli daerah dimana 

kemampuan daerah dalam menghasilkan 

PAD sesuai dengan target yang dianggarkan 

mengalami penurunan.  Sebelum pandemi 

COVID-19 realisasi penerimaan PAD sesuai 

dengan target sebesar 98%, sedangkan pada 

saat pandemi COVID-19 hanya sebesar 88%. 

Sulitnya mencapai penerimaan PAD 

sesuai dengan target yang telah ditetapkan 

disebabkan  karena penurunan potensi 

perekonomian sehingga sumber daya daerah 

juga melambat. Sumber Penerimaan PAD di 

Provinsi Jawa Barat didominasi oleh 

penerimaan pajak dan retribusi daerah. 

Namun, dilihat dari data Bapenda Jawa Barat 

(2021), penerimaan pajak mengalami 
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penurunan sebesar minus 13% di tahun 2020. 

Hal ini selaras dengan penelitian (Harjo, 

2021) yang mengemukakan bahwa Provinsi 

Jawa Barat mengalami penurunan 

penerimaan PAD yang disebabkan oleh 

penurunan penerimaan wajib pajak daerah 

akibat terdapat 342.722 pekerja di 

kabupaten/kota Jawa Barat di PHK dan 

dirumahkan pada saat pandemi COVID-19. 

Pada agustus 2020 tingkat partisipasi 

angkatan kerja (TPAK) menurun 3% 

dibandingkan agustus 2019. Sehingga terjadi 

peningkatan tingkat pengangguran terbuka 

(TPT) dari 8,04% pada agustus 2019 menjadi 

10,46% pada agustus 2020.  

Perbedaan juga didukung karena 

dilihat dari data per kabupaten/kota, terdapat 

daerah yang mengalami perbedaan paling 

mencolok yaitu Kabupaten Pangandaran. 

Perbedaan tersebut menunjukkan 

kemampuan daerah Kabupaten Pangandaran 

dalam merealisasikan penerimaan PAD yang 

direncanakan mengalami penurunan akibat 

pandemi COVID-19. Hal ini karena di tahun 

2020 pada ssat pandemi COVID-19, target 

PAD yang direncanakan mengalami 

peningkatan paling tinggi diantara 27 daerah 

lainnya yaitu sebesar 72% dari target PAD 

2019. Namun, ditahun 2020 Kabupaten 

Pangandaran tidak berhasil merealisasikan 

target PAD tersebut karena pandemi COVID-

19 yang mengakibatkan penerimaan PAD 

Kabupaten Pangandaran terkontraksi sebesar 

8%.   

4. Kinerja Keuangan Keuangan Sebelum 

dan Pada Saat Pandemi COVID-19 

dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan 

Berdasarkan uji paired sample t-test 

pada rasio efisiensi menghasilkan t-hitung 

sebesar 0,111 dan derajat kebebasan 26. Nilai 

Sig. (2-tailed) pada rasio efisiensi sebesar 

0,032 yang menunjukkan bahwa nilai 

tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 

yaitu 5%. Maka dari itu, keputusan yang 

diambil adalah menerima H1 dan menolak H0 

yang artinya terdapat perbedaan yang 

signifikan rasio efisiensi pada kinerja 

keuangan pemerintah kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat 

pandemi COVID-19. 

Pengelolaan keuangan sebelum 

pandemi COVID-19 tergolong kurang efisien 

dengan belanja daerah sebesar 98% dari total 

pendapatan daerah. Kemudian menurun 

menjadi tidak efisien karena belanja daerah 

yang melebihi total pendapatan daerah 

sebesar 103%. 

Dalam konsep tingkat efisiensi 

keuangan dapat diukur dengan 

membandingkan kemampuan daerah dalam 

memperoleh pendapatan daerah dengan 

biaya yang dikeluarkan. Semakin kecil nilai 

rasio yang diperoleh maka menunjukkan 

semakin tinggi tingkat efisiensi kinerja 

keuangan daerah dalam mengelola 

pendapatan daerah. Sedangkan potensi 

pendapatan daerah menurun dalam 

membiayai belanja daerah yang bertambah 

fokus oleh penanganan kasus COVID-19. 

Dan potensi perekonomian menurun yang 

menyebabkan penurunan pada pendapatan 

daerah.  

Perbedaan juga didukung karena 

dilihat dari data per kabupaten/kota terdapat 

daerah yang mengalami penurunan efisiensi 

keuangan pada saat pandemi COVID-19 

paling mencolok yaitu Kabupaten Bogor 

yang menurun sebesar minus 14%. Hal ini 

dikarenakan realisasi belanja Kabupaten 

Bogor meningkat dibandingkan tahun 

sebelum COVID-19 yaitu meningkat sebesar 

8%, sementara pendapatan daerah 

mengalami penurunan sebear minus 6%. 

Sehingga belanja daerah Kabupaten Bogor 

lebih besar dibandingkan pendapatan yang 

diterima pada saat pandemi COVID-19. 

SIMPULAN 

Tingkat kemandirian keuangan 

pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Barat sebelum dan pada saat pandemi 

COVID-19 tidak mengalami perbedaan yang 

signifikan. Tingkat kemandirian keuangan 

pada saat pandemi COVID-19 mengalami 

perbaikan sebesar 0,003 dibandingkan 

sebelum pandemi COVID-19. Meskipun 

secara keseluruhan tingkat kemandirian 
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keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Barat baik sebelum maupun pada saat 

pandemi masih tergolong rendah dengan pola 

hubungan konsultatif. 

Tingkat derajat desentralisasi fiskal pada 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 

sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 

tidak mengalami perbedaan yang signifikan. 

Desentralisasi fiskal pada saat pandemi 

COVID-19 lebih tinggi 0,003 dibandingkan 

dengan sebelum COVID-19. Meskipun 

secara keseluruhan tingkat desentralisasi 

fiskal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Barat masih tergolong kurang baik dalam 

penyelenggaraaan desentralisasi baik 

sebelum maupun padasaat pandemi COVID-

19. 

Tingkat efektivitas keuangan pada 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 

sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 

mengalami perbedaan yang signifikan. 

Dilihat dari rata-rata tingkat efektivitas 

keuangan pada saat pandemi COVID-19 

mengalami penurunan sebesar 0,093. 

Pengelolaan PAD sebelum pandemi COVID-

19 sudah dinilai sangat efektif, namun pada 

saat pandemi COVID-19 menurun menjadi 

kurang efektif.  

Tingkat efisiensi keuangan pada 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat 

sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 

mengalami perbedaan yang signifikan. 

Dilihat dari rata-rata tingkat efisiensi pada 

saat pandemi COVID-19 mengalami 

perbaikan sebesar 0,05 dibandingkan 

sebelum pandemi COVID-19.  

Adapun saran atas penelitian ini yang 

dapat diberikan terkait hasil penelitian dan 

adanya keterbatasan penelitian Untuk 

pemerintah daerah kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Barat. Sebagian besar daerah 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat masih 

memiliki kemampuan yang rendah dalam 

melaksanakan otonomi dan desentralisasi 

fiskal. Sehingga harus ada peningkatan 

kontribusi PAD terutama untuk pemulihan 

kondisi pandemi COVID-19 dengan 

memanfaatkan potensi sumber daya yang 

dimiliki daerah, pengembangan badan usaha 

dengan mendayahgunakan masyarakat.  

Terdapat kesenjangan kinerja 

keuangan yang tinggi antara kabupaten/kota 

di Provinsi Jawa Barat, sehingga diperlukan 

peranan pemerintah provinsi dalam 

memberikan arah pengembagan potensi 

daerah, dan peranan pemerintah daerah 

kabupaten/kota dalam meningkatkan sumber 

daya yang dimiliki daerah masing-masing 

yang dapat mendukung perbaikan kinerja 

keuangan daerah.  

Untuk peneliti selanjutnya  

Memperluas indikator penilaian kinerja 

keuangan, seperti menambahkan rasio 

pertumbuhan dan keserasian, juga melihat 

dari indikator laporan keuangan seperti rasio 

solvabilitas operasional, solvabilitas jangka 

pendek, solvabilitas jangka panjang, dan 

fleskibilitas keuangan. 

Dalam penelitian hanya mengambil 

data dua periode akuntansi yaitu tahun 

anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020. 

Sedangkan fakta di lapangan di tahun 2021 

pandemi COVID-19 masih berlangsung. 

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat 

menambah periode waktu pengamatan untuk 

hasil penelitian yang lebih spesifik.  
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